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WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 NOMOR 26
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574); '
Peraturan Pemerintah Nomor 355 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);



16.

17,

18.

19,

20,

21.

L

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang 55);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2019 Nomor 2);



Menetapkan

25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 = Tahun
2020 tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2020 Nomor 3);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp273.582.932.151,00

b. Dana Perimbangan Rp574.099.278.956,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp120.103.623.136,00
Jumlah Pendapatan Rp967.785.834.243,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp274.269.057.432,00
2) Belanja Hibah Rp 11.693.478.600,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp 2.290.240.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Rp 563.199,700,00
5) Belanja Tidak Terduga Rp 1.780.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp288.817.755.732,00



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 58.739.325.374,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp  375.549.834.302,00
3) Belanja Modal Rp 272.055.204.204,00
Jumlah Belanja Langsung Rp 706.344.363.880,00
Jumlah Belanja Rp 995.162.119.612,00
Defisit (Rp 1.962.947.953.855,00)
3. Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp134.421.683.315,00
b. Pengeluaran Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 134.421.683.315,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp107.045.397.946,00
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam

penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditefapkan di Magelang
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAﬁ KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 26
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LAMPIRAN 1I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2019

=
e

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4,07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unit Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01  Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN
REKENING
ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 4.656.188.000,00 4.374.441.883,00 (281.746.117,00) 93,95

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.090.720.000,00 2.017.460.580,00 (73.259.420,00) 96,50

5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 2.090.720.000,00 2.017.460.580,00 (73.259.420,00) 96,50

5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.469.120.000,00 1.409.860.580,00 (59.259.420,00) 95,97

5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.071.224.735,00 1.037.226.972,00 (33.997.763,00) 96,83 Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil

5.1.00,00.1.,01.02 Tunjangan Keluarga 103.221.317,00 100.721.282,00 (2.500.035,00) 97,58 Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil

5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 120.699.125,00 116.830.000,00 (3.869.125,00) 96,79 Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil

ABARAN PERTANGGUNGIAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH

Halaman 1
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